
1. undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daera.b-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Serita Negara 
Repu blik Indonesia tanggaJ 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentu.kan 
Kabupatcn Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 ten tang Pembentukan Daerah-Dacrah 
Kabu paten Dalam Lingku nga.n Provinai Djawa Barat 
[l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nornor 31, Tambaban Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 1'abun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Mcngingat 

: a bahwa daJam rangka menjamin tcrsedia.nya jum.lah 
Pegawai Negeri Sipil yang tepat dalam memberikan 
pelayanan publik, pedu dilakukan penataan pada 
setiap Perangkat Daerah; 

b. babwa dalarn rangka kelancaran Penataan Pegawai 
Negeri Sipil pada setiap Perangkat Daerah perlu 
dilaksanakan perhitungan Kebutuhan untuk 
rnewujudkan kesesualan amera Organisasi dengan 
Jumlah Pcgawa.i Ncgcri Sipil yang dibutuhkan secara 
tepat: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan burtlf b perlu menetapkan 
Pemturan Bupati tentang Pedoman Penataan Jabatan 
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil; 

Menimbang 

BU PAT! SUKABUMJ, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TEN TANG 

PEDOMAN PENATAAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEOBRI SIPIJ., 

PlsRATURAN BUPATI SUKABUMI 
NOMOR4.,TAHUN 2017 

BUPATI SUKABUMJ 
PROVINS! JAWA BARAT 



3. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lembaran Nci.ara Rcpublik Indonesia Nomor 55871 
sebo.gaimana telah beberapakali d.iubah terakhir 
dengan Uodang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubaban Atru, Undong-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara 
RcpubUk Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambuh&.n 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5679); 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrael Pemerirnahun (Lembamn Negara 
Republik Indonesta Tabun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla 
Nomor 56011; 

5. Pera tu ran Pemcrintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang 
Oi:siplin Pegawai N'egtri Sipil (Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara RepubLik lndonesia Nomor 5139); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun '2011 ten tang 
Penilaian Presto.si Kerja Pcgawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 201 l 
Nomor 121, Tarnbahan Lcmbaran Nega.ra Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

7. Peraruran Pemerintah Nomor lJ Tahun 2017 tent.ang 
Manajcmcn Pegawai Ncgcri Sipil (L<:mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 I 7 Nomor 63, 'tambahan 
Lembaran Ncgar-" Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Meoteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasl Birokrasi Republik Jndonesia Nomor 25 
Tuhun 2016 tcntaog Nomcnklatur Jabatan Pelaksana 
bagi Pegawal Negcri Slpll di l,lngkungan lnstansl 
Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1845): 

9. Peraturan Kcpala Sadan Kcpcgawaian Negara Nomor 
19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan 
Keburuhan Pegawal Ncgcri Sipil; 

l 0. Peraturan Kepu.Ja Badan Kepegawaian Negara .Ncmor 
37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawa.i 
Negeri Sipil: 

11. Peraturan Oaerah Kabupaten Sukabu.mi Nomot 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Dacrah Pemerintah Kabupaten Sukabumi 
(Lembw-an Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukabwn.i Nomor 45); 

12. Peraruran Bupati SUkabuml Nomor 48 Tahun 2010 
tcntang Krilcria Syaral Jabatnn tBerita Daerah 
Kabupaten SUkabumi Tahuo 2010 Nomor 48) 
sebagaimana telah dlubah dengan Pcraturan Bupati 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peruba.han Alas 
Pe~t~ra.n Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang 
Kritena Syarat -Jabatan (Bct'ita Oacrah Kabupaten 
Sukabw:uJ Tuhun 201 I Nomor 10); 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
DaJam Peraruran ini yang dimaksud dcngan: 
1. Daerah Kabuparen adalah Kahupaten Sukabumi. 
2. Pcmcrintah Daera.h Kabupaten adalah Bupau sebagai 

unsur penyetenggara Pemennta.han Daerah yang 
memimpin urusan Pemertntahan yang menjad.i 
kewenangan daerah otonom. 

3. Pcraogkat Dae.rah yang selanjutnya dielngket PO 
adalah Unsur Pemba.ntu BupaU dan Dewan 
Perwakilan Ral<yat Daerah dalarn penyelengga,aan 
Urusan Pcmerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah: 

4. Pegawai Negeri Sipil yij,ng selanjul:nya discbut PNS 
adalah warga Negara lndonesia yang memenuht 
syarat tcrtcntu, diangkat sebagal Pegawai ASN secara 
retap oleh pcjabat Pembina kepegawalan untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Jabatan Fungsioo.al yill1g seJanjtnya, disebut JF 
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsl clan 
rugas berkauan dcngan pclayanan fungsional yang 
berdasa.rkan pada kcahliau dau keterampilan 
tertentu; 

6. Penataan PNS adaJah suatu proses yang sisrem.atis 
dan berkelanjutan untuk memperoleh kuanntas, 
kuali!as, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat 
scsuai dengan kebutuhan organisaai, sehingga dapat 
mewujud.k.an visi dan misi organisaai mcnjadi kinerja 
nyate. 

7. Beban kerja adalah sejumlab target pekerjaan a tau 
target hasil yang harus dieapa i dalam satu satuan 
waktu tertentu, 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN 
JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SJPIL. 

13. Pcraturan Bupali Sukabuml Nomor 46 Tahun 2015 
Tcntang Pedomen Umum Standar Kompetensi 
Manajerlal PcgawaJ Negerl Slpil Di Ungkungan 
Pemeriruah Kabupacen Sukabumi (Bcrita Daera.h 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 46); 

14. Pcraturan Bupati Sukabum.i Nomor 55 Tahurt 2015 
Tentang Pedoma.n Perumusan Standar Kompcrcnsi 
Teknis Pegawai Negcri Sipil Di Lingkungan Pemertntah 
Kabupaten Sukabumi [Berita Daerah Kabupaten 
Sukaburoi Tahun 2015 Nomor 551; 

15. Peraturan Bupad Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 
tcntang Pedoman Referensi Jabaten Fungsional dan 
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Suka.bumi (Serita Daerah Kabupaten 
Sukabumi Tabun 2016 Nomor 47); 
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Menetapkan 



Pasal3 

Penataan Jabatan Pelaksana pada PD dilaksanakan 
berdasarkan Prinsip: 
a. terencana yaitu Penataan PNS dilaksanakan melalui 

suatu persiapan yang komprehensip berdasarkan 
suatu rancangan dan konsep dalam dimensi waktu 
yang telah ditentukan: 

b. sistematis yait.u Penataan PNS dilaksanakan menurut 
pendekatan suatu sist.em tertentu yang mengacu 
kepada Manajemen PNS: 

c. berkelanjutan yaitu Penataan PNS merupakan proses 
yang berkesinambungan sesuai dengan keburuhan: 
dan 

d. objektif yaitu Penataan PNS dilaksanakan sesuai 
dengan Kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan 
oleh PD; 

(1) Peraturan Bupati uu dimaksudkan untu.k 
menycdia.kan pedoman yang dapat dijadikan acuan 
dalam melaksanakan Penataan Jabatan Pelaksana 
PNS. 

(2) Tujuan di tetapknnnya Pcraturan Bupati ini untuk: 
a. membantu dan memudahkan Pemerintah Daerah 

dalam melaksanakan penaiaan Jabatan Pelaksana 
PNS, scauai kctentuan Pcraturan Pcrunclang 
unclangan; 

b. acuan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan 
kapasitas dan kapabilitas PNS; dan 

e. bahan delam rnelaksanakan penyusunan Jndikator 
Kincrja lndividu. 

Pasal 2 

8. Analisis Beban Kerja adalab suaru teknik untuk 
menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan 
waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suaru 
pekerjaan untuk mencapai tujuaa organieasi 

9. Profil jabatan adalah data yang rnemuat tentang 
u raian jabatan dan syarar jabatan. 

10. Fcrmast adalah jumlah dan susunan jabacan 
dan/atau pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu 
satuan organisasi Negara u.ntuk mampu 
melaksanakan rugas pokok dala.m jangka waktu 
tertentu. 
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Bagian Kcdua 
Pelaksanaa.n 

Pasal 6 
(I) Untuk menghitung Kebutuhan Jabatan Pelaksana PNS 

sebagaimana dlmakaud dalam Pesal 5 ayat (1) huru( a 
pada Unit Kerja yang menduduld jabatan 
Administrator atau Jabatan Struktural setara Esel<m 
m, dengan kctcntuan sebagai berikut: 
a. unit organlsasl tekn Is jabatan Administrator atau 

Jabatan Struktura I Eselon W deogan Nilai ABK 
kategori rendah paling banyak mernbawahi 7 
Orang; 

Pasal 5 
(1) Penataan Jabatan Pelaksana PNS pada PD 

dilaksanakan dcngan langkah sebagai beri.kut: 
a. menghitung kebutuhan pcgawai dilakukan sesual 

dengan kctentuan peraturan perundang-undangan: 
b. menganalisis kcscnjangan antara profil PNS dcngan 

syarat jabatan; 
c. mencnlukan Kategori Jumlab Pegawai pada Unit 

Kerja dengan cara membandingkan antara ha$il 
pcnghirungan kcburuhao pegawai scuap [abatan 
dengan jumlah pegawai yang ada; dan 

d. melakukan langkah - Jangkah tiodak lanjut. 
(2) Penataan .Jabatan Pelaksana PNS pada PO Untuk 

mengembangkan pengalaman dan wawasan PNS. 

BAB ll 
PENATAAN JABATAN PELAKSANA 

Ba.gian KeS4.ltU 
Persia pan 

Pasal 4 
( 11 Dalam pelaksanaan Pcnataan .Jabatan Pelaksana PNS, 

Kepala PD h&.ru.s bcrpedomM pa.da Aneliais Jo.bate.a 
dan Analisis Beban Kerja yang menghasiika.n 
informasi Jabatan mcliputk 
a. uraian Togas JabataJ\; 
b. syarat Jabatan; dan 
c. petn .Jabetan; 

(2) Uraian Togas sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) 
huruf a, disusun berdasarkan rempat tugas dan nama 
jabatan. 

(3) Syarat .Jabatan sebagaanana dtmaksud pada ayat (l) 
huruf b, merupakan ketentuan yang sudah di 
syaratkan dalam peraturan perundang - undangan. 

(4) Dalam menyusun Peta Jabatan, nama Jabatan 
Pela.ksana mengacu kepada ketentuan peraturan 
perundang+ undangan. 
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PasaJ 8 
(I} SeUap Jabatan P<:lakso1111 PNS dapal dirmnaai tugas 

dan/ a tau lokasi, meUpuli: 
a, dalarn l (satu) saruan unit kerja; 

Begian Ketiga 
MuLasi 

Pasal 7 
(l) Kategori Beban Kerja setiap Jabatan rendah/Sedang 

/'J'lnggl sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mengacu 
pada ketentuan Peraturan Perundang - undangan. 

(2) Da.lam ha.I terjudi perubahan ds.n/atau pcrbcdwm 
peneruuan kategort beban kerja dilaksanakan validesl 
ulang oten Tim Analisis Jabatan. 

{3) Keteutuan kbih laojut mcng,::nai susunan keanggotaan 
Tim Analisis Jabatan dltetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

b, unit organisast teknis jabatan Administrator atau 
Jabata.n Struktural Esclon lll dengan Nilal ABK 
kategori Sedang paling banyak membawahi 13 
Orang; 

o. unit organisasi teknis jabatan Administrator atau 
Jabatan Struktural Eselon m dengan Nilai ABK 
kategori Tinsgi paling ban yak rnern bawahi 22 
Orang; 

(2) Untuk menghitung Kebutuban Jaberan Pelaksana PNS 
sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
yang mcnduduki Juba.tao Pengewas atau Jo.bo.to.n 
Struktural Eselon IV, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. unit organisast tekrus Jabs.tan Pe.ngawas atau 

Jabatan Struktural eselon IV dengan Nilal ABK 
kategort rendah paling banyak membawabt 2 
Orang; 

b. unit organisasi te.kn.is Jabata.n Peng.awas atau 
Jabatau Strukturat eselon IV dengan Nilai ABK 
kategori Sedang paling banyak mernbawahi 4 
Orang; 

c. unit organisasi teknis Jabatan Pengawas atau 
Jabatan Struktural csclon IV dcngan Nilal ABK 
kategori Tlnggi paling banyal< membawahl 7 Orang; 

(3) Unh, crganiaaei kesekreteriaten pada Perangkat Daeruh 
yang dipimpio oleh Jabacan Pengawas arau Jabatan 
Struktural Eselon IV paling banyal< membawahi S 
(lima} orang; 

(4) Untuk Unil organisasi teknls jabatan Administrator 
atau Jabatan Strukrural setara Eselon m yang tldak 
membawahi jabatan Pengawas atau Jabatan 
Struktural Eselon IV paling banyak membawahi 3 (tiga) 
orang pelaksana. 

6 



Pasal 11 
( 11 Setiap perpindahan Pejo.bat Pclaksane PNS pada Unit 

Kerja di Li.ngkungan PD ditelapkan dengan Surat 
Kepurusan Kcpala PD; 

Pasal 10 
(!) Mutasi antar PD sebagaimana dunaksud dalam Pasal 8 

ayat (J) huruf c. dilaksanakan paling singkat I (satu) 
tahun dan paling lama 5 [lima] tahun aekali. 

(21 Mutasi anta.r PO sebagaimana dimaksud p,>da ayat (11 
dilaksanakan oleb Kepala PD yang mernbidangi 
Kepegawaian den Pcngcmbangan SDM. 

(3) Oalam bal terjadi ketidaksesuaian dalam 
melaksnaakan mutasi jabatan pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada ayat [I] dilaksana.kan eveluas! paling 
slngkat 6 (enam) bulan, 

Pasal9 
(1) Muta•i Jabot.an Pelakaana daJam satu satuan Unit 

Kcrja eebegalmana dimekeud dnlo.m Pasal 8 ayat (1 t 
huruf a, dilakaanakan paling singkar I (satu) tahun 
dan pa.ling Lama 3 ftiga) Tahun: 

(Q) Mutasl Jabatnn Pcloksana dalam 1 (saru] PD 
aebagaimana dimaksud daJam Pasal 8 ayat (1) huruf b 
dilaksanakan paling si"gkat 2 (dua) tahun dan paling 
Lama 4 (Empat) Tahun; 

(3) Mutasi dalam l [seru) saruan unit kerja dan mutaai 
dalam l (satu) PD eebagalmana dlmeksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dllakukan oleh KepaJa PO dengan 
mempertimbangan rormasl pegawai. 

(4) Kepa.la PD menetapkan PNS Jabatan Pclak,sana yang 
akan dimutasi sesuai de.ngan Jabatan Barunya; 

(5) Mutasi jabatan pelaksana sebagalmana dimaksud pada 
ayat (I) dan ayat (2) dikeeualikan epabile kompetensi 
dan kualifikas:i pegawai teraebut maalh dibutuhkaa 
serta mempertimbangkan keburuhan organlsast. 

b. dalmn l (oatu) PD;dan 
c. antar PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi: 
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pad a aya, (I) dilakukan 

atas dasar kesesuaian antam kompetenst PNS dengan 
Syarat Jabatan; 

(3) Mutasi scbagaimana dlmaksud pada ayat ( l) dUalrukan 
dengan memperhatikan prinsip larangan konrllk 
kepentingan; 

(4) Selain mutasi kareua tugas dan/ atau lokasi 
sebagatmana dtmaksud pads ayat (l ), Jabatan 
Pelaksana PNS dapat mengajukan mutasi tugas 
dan/atau lckasl stas permintaan sendiri. 

7 



Bagiem Kctiga 
Pendidlkan dan Pelarlban 

Pasal 14 
(I) Seti op Pendidikan dan pelatihan yang diikuli oleh PNS 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (31 huruf 
b, harus dibuktikatt dcngan Sertifikat; 

!21 Pendldikan dan. pelotiha.n sebagaimana dimaksud pada 
ayet (II yang d1a.kui secara sah yaitu pendidikan dan 
pelauhaa dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan 
terakredltasi; 

Bagian Kedua 

Pendidikan 
Pasal l 3 

( l) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal J 2 
ayat (31 huruf a, yaitu pendidikan terakhlr yang 
dibuktikan dengan [jazah yang rercanrum dalam 
Keputusan kenaikan pangkat terakhir, 

(21 Apabila pendidlkan sebagaimana dimaksud pada ayal 
(I) belum sesuat dengan Jabatan yang d1tempatinya 
maka harus segera disesuaikan. 

BAB Ill 
ANAUSIS KESENJANGAN ,IABATAN 

Bagian Kesaru 
Umum 

Pasal 12 
(1) Analisis Kesenjangan Jabatan dilakukan sebelum dan/ 

a tau setelah dilakuka.nnya Penataan PNS; 
(2) Anatia!s Ktsenjanga.n Ja.batan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( L) dUaksanakan eengae membandingkan 
Profil Pegawal dengan Syarat Jabatan; 

(3) Analisis Kesenjangan .Jabatru.1 memperhatikan unsur: 
a. pendldikan; 
b. pendidikan dan larihan: 
c. pengalaman jabaran; 
d, keahhan; dan 
e. keterampilen. 

{2) Perpindahan Pejabat Pelakeana PNS antar PD 
ditetapkan dengan Surat Kcpurusan Kepala PD yang 
membidangi Kepegawalan dan Pengembangan SDM; 

{3) Dalem hal Kepala PD yang membidnngi Kepegv.wainn 
da.o Pt:ngembangan SDM menerbitkan Surat 
Keputusan Perpindahan Jabatan f>claksana antar PD, 
atas permintaan scad.iri sebagalrnana dima.ksud datam 
pasal 8 ayat (4) harus mernperhatikan Rekomendast 
lolos butuh dari da.ri masmg - mastng PD. 
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Pasal 19 
(lJ PD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan 

SDM dapat melakukan penataan PNS -Jabatan 
Pelaksana sesual dengan hasil Analisis Jabatan, 
Analieis Beban Kerja dan Analisis Kesenjs.ngan 
Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: 

I. untuk PD yang memiliki Jumlah Pegawai Kurang: 
a, melakukan distribusi pegawai dari PD yang 

kelebihtt.n kcpada PD yang kekurangan; 

BABN 
TINDAKLANJUT 

Pasal 18 
(I) Hasil Analisis kesenjangan jabatan sebagai baban 

pertimbangan optimalisasi manajcmen kepegawaian 
f2) Analisis kesenjangan jabatan ps.da Perangkat Daerah 

dllaksanakan oleh PD yang membidangi kepcgawaian 
dengan dibantu oleh Pejabar pengelnla kcpcgawaian 
pada masing - masing PD/pakar /ahli dan sejenisnya 
di bidang SDM. 

Bagian Keenam 
Kcterampilan 

Pasal 17 
(l) Keterampilan sebagairnana dimaksud dalam pasal 12 

ayat (3) huruf e, merupakan kemampuan yang dimilild 
olch PNS balk didapnt dari hasil pendidlkan, Latihan 
atau bin:tbingan teknis/work:shop dan sejenisnya. 

(2) Keterampitan sebagaimana dimaksdu pada ayat ( I) 
dibuktikan dengan surat keterangan atau scjcnienya. 

Bagian Kclima 
Kea.blian 
Pasal 16 

Keahlian sebagaimana dimaksud. dalam pasal 12 ayat {3) 
huruf d, merupakan kemampuan yang dimilikl oleh PNS 
seeual dengan kualifikasi pendidlkan. 

Bagian Keempat 
Peragalarnan .Isbatan 

Pasal J 5 
(1) Peugalamen Jabatan scbagaimene dimekeud delam 

pasal 12 ayat 131 hun.if c. merupakan Jabatan yang 
pernah dltcrnpuh selsma menjadl PNS. 

(2) Pengalaman .Jebaten sebagaima.na dimaksud pada ayat 
(I) mmjadi salah satu bahan pcrtimbangan dalom 
melaksanakan Penataan Pegawai. 
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PasaJ 20 
!I) Settap KepaJa PD wajib melakukan Pcnataan PNS 

Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kerjanya untuk 
memperoleh PNS yang tepat seeara kuantitas, kualitas 
dan kom-posisi urrtuk dapat mewujudkan visi dan misi 
crganlsaei mcnjadi kcrja nyata. 

12) Kepala PD yang rnembidangi Kepegawaian dan 
Pengembang.an SOM melakukan Penataan PNS 
Jabatan Pelaksann di Lingkungan Pemerintnh Daerah 
Kabupatcn Sukabumi schingga scsua.i dc.ngan 
kuanutas, kualhas, komposiai, komperensi WUl syarat 
jabatan unruk dapat mewujudkan visi dan mis, 
Pemcrintah Dacrah mcnjadi kerja nyata, 
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b. penarikan PNS yang dlpekerjakan atau 
diperbantukan pada PD lain disesuaikon 
dengan syarat jabaUln; dan 

c. mernberdayekan dengan cara membcrikan 
pendidik:an dun pelatihan sertn memperkaya 
rugas pegawai yang ad.a unruk melaksanakan 
tugas dan fungai yang tldak dapat dilaksanakan 
karena kekurangan pegawai. 

2. untuk PD yang memiliki Jumlah Pegawai Sesual : 
a. rnelakukan pemctaan potensi dalam rangka 

mengetahui minat dan bakal pcgawai; 
h. mengangkat PNS yang menduduki jabatan 

fungsional umum ke dalam jab.a.tan fuogsional 
tertenru seeuai dengan kebutuhan Perangkat 
Daerah; dan 

c, mengidentlfikasi keouruhan pendidikan dan 
pelatihanya. 

3. untuk PD yang mcmiliki Jumlah Pegawai Lebih : 
a. melakukan distribusi pegawai kepada PD yang 

kekurangan: 
b. rnclakukan penilaian kincrja, pcnegakan 

dlsiplin PNS, dan penilaian kompetensi unluk 
mengetahui PNS yang memiliki kompetensi dan 
kapabilitas sesuai dengan syarat jabatan 
berdasarkan ketentuan peraruran perundang .. 
undangan: dan 

e. apabila basil penilaian sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, menunjukan bahwa PNS yang 
memi.liki kompetensi dan kapabUitas sesuai 
dengan syerat jabatan kurang da.ri jumlab yang 
dibutuhk.an, maka dilaJrukan penyusunan 
penngkai bag! PNS yang belum mem.iliki 
kompereost dan kapabilttas sesuai dengan 
syarat jabatan. 

(2) Hs.sil dari analisis kcscnjangan Jabatan. PD yang 
membidangl Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
Menyueun perencanae« pcnge.mba.nga..n pegowai. 



BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 
Ketentuan mengenai fonnat Keputusan KepoJa PD dan 
Format Analisis Kesenjangan Anuua Profil Pegawai Negerl 
Sipil dengan Sya.rat -Jabatan tercantum dalam lampiran 
oebagru bagian yang tidak tcrpiaahkan dengan Peraturan 
Bupall lni 

Pasal 24 
Selain melaksanakan evaluest sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23, dalam hal tertenru Sckretaris Daerah 
mela.kukan evaluasi dan analisis organisasi yang 
menyangkut tugas, fungsi, dan struktur organisasi. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 
Pasal 23 

Bupo.ti melalul Sekretaris Daerah mela.kukan Evaluasi 
rerhadap Penataan PNS Jacatan Pelaksana yang 
dilakaanakan oleb Kepala PD. 

Pasal 22 
Peogendallan sebagaunana dimaksud dalam Pasal 2 l 
bertujuan untuk : 
a. konsistens! antara keburuhan Organisasi dan Jumlah 

PNS Jabatan pelaksana; 
b. kesesuatan antara kompetens! dengan syarat jabatan 

yang dibutuhkan oleh crganieasi; 
c. menghindarl terjadlnya penaraan PNS Jabatan 

pelaksana atas dasar larangan konflik kepentingan; 
dan 

d. menjamin penyetenggaraan Penataan PNS Jabatan 
Pelaksana pada PD sesuai dengao kclentuan peraturan 
perundang • undangan. 

SABV 
PENGl':NDALIAN DAN EVALUASI 

Bag!an Kesaru 
Pengendalian 

Pasal 21 
Kepala PD yang mcmbidangl Kepcgawaian dan 
Pengembangan SDM melaJ<ukan pengendalian terha,dap 
penaraan PNS Jabatan Pelaksana yang dilaJrukan oleh 
Kepala PD; 

1 1 



SERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR.p'I · 

Diund.angkan di Palabuhanratu 
pada tanggal 4 r~ 'J.C(7 
SEKRE:Ti'i;AERAH KABUPATEN SUKABUMI, 

!VOS SOMANTRI 

{ .,// MARW/\N liAM/\Ml < e, 

Ditetapkan di Palabuhanratu 
Pada Tanggal 4 ~et' '2017 f BU SUKABUMi.j 

Paeal 26 
Peraturan Buparl ini mutai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setaip orang dapat mengetahuinya, memerint.ahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
pencmpatannya dalam bcrita Daerah Kabupatcn 
Sukabumi 
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NAMA 
( tanpa Gelar, Nip dan Pangkat) 

Catatan : contoh SK ini untuk: pela.ntikan di lingkungan Perangkat Daerah. oleh Kepala PD 

KEPALAPD, 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KETIGA 

KEDUA 

Mengakhiri dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil 
[terlampir) 

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dan 
pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan 
perundang - undangan; 

Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal. . 

KESATU 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Memperhatikan : 1. . , 
2. . , 
3. Dan seterusnya ( Jika diperlukan) 

: 1. Undang-Undang ; 
2. Peraturan Pemerintah ; 
3. dan seterusnya. 

Mengingat 

: a. bahwa ; 
b. dan seterusnya. 

Menimbang 

(Kepala PD) . 

KEPUTUSAN ( nama PD) 
NO MOR TAHUN . 

TENTANG 

Jalan Nomor Telepo.n : . 
Faksimil : Website : e-mail : . 

Nama Tempat - kode pos 

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI 
NAMAPD 

1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PD 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 

NOMOR 48 TAHU.f.J ~l] 
TANGGAL 4 W!f~ ~t7 · 
TENTANG PEDOMAN PENATAAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI 

NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH 
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NAMA 
[tanpa Gelar, Nip dan l'angkat ) NAM.A 

Pangkat I Gol 
NIP 

TID 

01lctapkan di : . 
Pada tanggaJ : . 

KEPALAPD Peukan ini sesuai dengan Aslinya 
Kasubbag Tate Usaha/ Umum dan 

Kepegawa.ian, 

KEEMPAT 

KE:TlGA 

Kepada yang bersangkuran dibcrikan tunjangao dan 
pendapuLan Jainnya yang sab sesual ketentuan perundang - 
undangan; 
ASL! Pelikan Kcpucuoan in, dibcrikan kcpada yang 
bersangkutan untuk dipe.rgunakan sebagaimana mestin;ya; 

: Kepurusan fni mulai Berfak\.t pada tanggal., ..... 

KEDUA 

6 TMT 

: Penate Mud.a., Ill/a 
: Pengadmlnlstrasl Kepegawaian 

pada ..... (unit kerja) 
: Analis Pengembangan Kinerja pada 

....•.. (unit kerja) 
: Pelantikan 

5. Jabatan Bsru 

: Mcngakhirt dan mengangka, Pegawal Negeri Slpil : 
I. Nomor Urut : 102 
2. Nama . 

NIP : . 
Tempat/ Tgl Lahir 

3. Pangkat / Go! 
4. Jabatan Lama 

l<ESATU 

Menetapkan 
ME:MUTUSKAN : 

Menlmbang : dst 
Mengingnt : dst 

(l<epala PD) ...... 

TENTANG 
ALlH TUGAS/ ALII-l JABATAN PELAKSANA 

DI UNOKUNGAN ..... 

NOlvJOR ,, •...... 

PBTIKAN 
KEPUTUSAN ( nama PD} 

Jo.lan Nomo1 .......• Telc-pon : . 
F'.:iksimil : Web~ite: e·m.1.U : .........• 

Na.ma 1'empat- kode po• 

CONTOH PE:TIKAN SURAT KEPU1'USAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMJ 
NAMAPD 
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~.,/ ;/ MARWAN HAMAMl ( t, 

' 
BU AT! SUKABUM!, J 

Nomor Lajur Uralsn 
Urut.,.. 

I 2 3 
l I I Cukun -Jeles 
2 2 · Mcrunakan Unsur vana di Svaratkan dalam Sebuah Jabatan 
3 3 Tubslah syarat jabatan yang clibutuhkan untuk menduduki jabatm 

sesuai dengan U~Uf Mda laiur 2 
4 4 1\dislah kualilikasi yang dimillki oleh PNS yang monduduki Jabatan 

Pelaksana seauai dengao unsur enda lajuc 2 
5 5 'J\Jlislah basil analiais yang telah dilakukan dengan membandlngkan 

antara Iejur 3 dcngan Jajur 4 ( cukup di lsi dcngan sesuai atau 
belum sesuai) 

6 6 Tulisla.h langkab - langkah atau kegiatan yang dilaksanakan oleb 
instansi atau pejabat yang bersangkutan Jfke pada lajur 5 dJisl 
denaan belum sesuai 

Analisis Kesenjangan 
Sesuai Belem sesuat 

Petunjuk Pengisian 

I Pend.idil<an 

2 Pendidikan dan 
Latihan 

3 Pengalaman 
.Jabatan 

4 Ke::ahlinn 

s Ketcrampilan 

: . 
: . 
: ' . 
: . 
: . Nama tnstansi 

Unit Kerja 
Nam.a Pegawal 

Jabaran 
Tahun 

15 
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SIPO. DENG.All SY.ARAT J.ulATAII 
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